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Abstrak 

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa 
Komisi Yudisial memiliki peran yang tidak terlalu signifikan dalam mengawasi sistem peradilan untuk 
tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan 
Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian 
literature (literature review). Data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah online kemudian 
dianalisis secara mendalam dan diintepretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum. 
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan 
kewenangan berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari 1) Luputnya Mahkamah Konstitusi dari pengawasan 
Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi 
Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkaham Konstitusi. 2) Struktur organisasi Komisi Yudisial yang 
terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas 
dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. 3) Proses pengawasan yang panjang. Proses 
pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga 
pengambilan keputusan. 4) Potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan 
mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim. 

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Tugas dan Kewenangan; Undang-Undang Dasar 1945 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

memang telah mengalami beberapa kali 

perubahan atau yang popular dikenal dengan 

istilah amandemen. Amandemen ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menyesuaikan aturan dasar 

negara kita dengan perkembangan zaman, 

dinamika politik, dan tuntutan masyarakat yang 

semakin kompleks (Santika, 2021). 

Amandemen UUD 1945 telah membawa 

perubahan yang sangat luar biasa dalam berbagai 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah 

membawa pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara di 

Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk 

memperkuat sistem demokrasi, membatasi 

kekuasaan, dan meningkatkan efektivitas 
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pemerintahan. 

Beberapa dampak utama perubahan UUD 

1945 terhadap lembaga negara. Pergeseran 

Kekuasaan, MPR dimana Kedudukan MPR 

sebagai lembaga tertinggi negara berubah 

menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar 

dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaan 

untuk mengubah UUD yang semula mutlak 

berada di tangan MPR, kini menjadi lebih 

terbatas. Kemudian kekuasaan Presiden yang 

dibatasi, terutama dalam hal pembubaran DPR 

dan pembentukan undang-undang. Presiden juga 

harus bertanggung jawab secara politik kepada 

DPR. Peran DPR semakin kuat dalam 

pembentukan undang-undang dan pengawasan 

terhadap pemerintah (Wajdi & Hasanuddin, 

2022).   

Perubahan UUD 1945 juga dimaksudkan 

untuk menguatkan mekanisme Check and 

Balances (Sila, 2024). Strategi yang digunakan 

dalam Perubahan UUD 1945 adalah dengan 

pemisahan kekuasaan dengan mengedepankan 

saling mengawasi dan mengimbangi antar 

lembaga negara Kekuasaan negara dalam UUD 

1945 dibagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang 

memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. 

Setiap lembaga negara saling mengawasi dan 

mengontrol, sehingga mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Dampak lain dari Perubahan UUD 1945 

adalah lahirnya lembaga baru dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Beberapa lembaga 

baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

sebagai hasil Perubahan UUD 1945, seperti 

Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Komisi Yudisial. Mahkamah 

Konstitusi bertugas untuk mengadili perkara-

perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang 

Dasar. Mahkamah Konstitusi memiliki peran 

penting dalam menjaga konstitusionalitas 

undang-undang dan tindakan pemerintah 

(Sujana & Mustika, 2023). 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

bertugas mewakili kepentingan daerah dalam 

kebijakan nasional. DPD memiliki peran dalam 

memberikan pertimbangan terhadap RUU yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, dan keuangan daerah. Lembaga 

baru lainnya yang dibentuk sebagai hasil 

Perubahan UUD 1945 adalah Komisi Yudisial. 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang 

dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 hasil 

amandemen. Lembaga ini memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjaga integritas dan 

independensi peradilan di Indonesia (Setiadi, 

2021). 

Menarik untuk mengkaji lebih lanjut 

berkaitan dengan lembaga baru hasil Perubahan 

UUD 1945, khususnya Komisi Yudisial. 

Mengingat harapan yang diletakan melalui 

Perubahan UUD 1945 terhadap kelahiran Komisi 

Yudisial cukuplah tinggi. Komisi Yudisial 

merupakan salah satu pilar penting dalam 

mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil dan 

berkeadilan. Dengan adanya Komisi Yudisial, 

diharapkan kualitas peradilan di Indonesia dapat 

terus meningkat dan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga peradilan dapat semakin kuat 

(Yudisial, 2017).   . 

Sayangnya setelah perubahan UUD 1945, 

banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi 

Yudisial memiliki peran yang terbatas dalam 

mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya 

hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari 

pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan 

Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya menurut UUD 1945.  

Tentunya untuk mengetahui hal tersebut 

perlu diteliti kembali mengenai terbatasnya tugas 

dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 

melalui penelitian lebih lanjut, sehingga dapat 

dipaparkan secara jelas sampai dimana 

batasannya. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kajian literature (literature review). 

Kajian literatur dilakukan untuk proses sistematis 

dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, 

mengevaluasi, menganalisis, dan 

mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber 

yang relevan dengan topik keterbatasan 

kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-
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Undang Dasar. Data-data diperoleh melalui 

berbagai sumber, seperti buku-buku dan jurnal-

jurnal ilmiah yang tersedia secara online. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

mendalam, kemudian diintepretasikan dalam 

bentuk hasil penelitian yang dapat diterima 

umum.    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga 

pengawas eksternal terhadap perilaku hakim 

memiliki peran yang secara kelahirannya 

diharapkan sangat fundamental dalam menjaga 

integritas dan independensi peradilan. Namun, 

dalam prakteknya, KY seringkali menghadapi 

berbagai tantangan, salah satunya adalah terkait 

dengan batasan kewenangan yang diatur dalam 

UUD 1945. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

berkaitan dengan keterbatasan kewenangan KY 

dapatlah diketahui, bahwa beberapa kelemahan 

dalam hasil Perubahan UUD. Keterbatasan tugas 

dan kewenangan KY tersirat dari kedudukan 

Hakim Konstitusi yang berada di luar batas 

pengawasannya.  

Keterbatasan kewenangan KY mengawasi 

Hakim Konstitusi berawal dari interpretasi Pasal 

24B Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memberikan 

kewenangan kepada KY untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan memiliki 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Namun, interpretasi 

terhadap frasa "wewenang lain" ini seringkali 

memberikan ruang cukup luas. Frasa 

"wewenang lain" dalam pasal ini memberikan 

ruang yang cukup luas untuk interpretasi. Apa 

saja yang termasuk dalam "wewenang lain" ini 

belum didefinisikan secara jelas dalam undang-

undang. menjadi perdebatan. Akibat 

ketidakjelasan ini, sering terjadi perdebatan 

mengenai sejauh mana KY dapat melakukan 

pengawasan terhadap perilaku hakim. Apakah 

hanya terbatas pada pelanggaran kode etik, atau 

dapat juga mencakup aspek-aspek lain seperti 

kinerja dan efisiensi (Hasan et al, 2018). Batasan 

yang jelas mengenai "wewenang lain" ini belum 

sepenuhnya terdefinisi, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian dalam penerapannya. 

Ketidakjelasan ini juga berpotensi menimbulkan 

konflik kewenangan antara KY dengan lembaga 

peradilan lainnya, terutama Mahkamah Agung 

(Sujianti & Adnyana, 2024). 

Adapun batasan dalam Pengawasan Hakim 

Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu putusan MK 

yang luput dari pengawasan KY. MK pernah 

mengeluarkan putusan yang membatasi 

kewenangan KY dalam mengawasi hakim MK. 

Hal ini ditegaskan dalam putusan MK 

Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan ini menjadi 

titik balik yang signifikan dalam hubungan antara 

KY dan MK. MK memutuskan, bahwa KY tidak 

berwenang mengawasi hakim MK. Alasannya, 

MK menganggap bahwa kedudukan hakim MK 

sangat khusus dan independen sehingga tidak 

memerlukan pengawasan eksternal (Sujana & 

Pali, 2024). 

Alasan lainnya adalah kedudukan khusus 

Hakim MK sangat strategis dalam sistem 

ketatanegaraan, yaitu berwenang untuk menguji 

undang-undang terhadap UUD 1945 (Pellokila, 

2023). Oleh karena itu, dianggap perlu untuk 

memberikan kebebasan yang lebih besar kepada 

hakim MK dalam menjalankan tugasnya. 

Pembatasan ini juga didasarkan pada 

pertimbangan bahwa hakim MK memiliki 

kedudukan yang khusus dan independen dalam 

menjalankan tugasnya (Nasution, 2020). 

MK sendiri telah memiliki mekanisme 

pengawasan internal yang cukup kuat, seperti 

Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis 

Kehormatan MK (Mahendra & Rony, 2023). 

Mekanisme ini dianggap sudah cukup untuk 

menjaga perilaku hakim MK. Keterbatasan KY 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

dalam UUD 1945 juga dikarenakan struktur 

organisasi yang terbatas. Karena jumlah personil 

dan sumber daya manusia di lembaga KY yang 

terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di 

seluruh Indonesia. Hal ini dapat menghambat 

efektivitas pengawasan (Santika et al, 2022). 

Perbedaan yang signifikan antara jumlah 

personil KY dan jumlah hakim di seluruh 

Indonesia memang menjadi sebuah isu yang perlu 

mendapat perhatian serius. Terbatasnya jumlah 

personil KY dibandingkan dengan jumlah hakim 
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yang sangat besar berpotensi menimbulkan 

beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan terhadap perilaku hakim (Arifin, 

2023). 

Dengan jumlah personil yang terbatas, 

KY harus menanggung beban kerja yang sangat 

tinggi dalam menangani laporan-laporan dugaan 

pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Hal 

ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi 

proses penyelidikan dan pemeriksaan. 

Jumlah personil yang terbatas juga dapat 

membatasi jangkauan pengawasan KY, terutama 

di daerah-daerah yang jauh dari pusat. 

Akibatnya, pengawasan terhadap perilaku hakim 

di daerah-daerah tersebut mungkin tidak 

optimal. Beban kerja yang tinggi dan 

keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan 

penanganan laporan dugaan pelanggaran kode 

etik dan perilaku hakim menjadi terlambat. Hal 

ini dapat mengurangi efektivitas tindakan 

korektif yang diambil (Shadiq, 2022).   . 

Keterbatasan kewenangan KY dalam 

UUD juga karena proses pengawasan yang 

panjang. Proses pengawasan di KY melibatkan 

beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan 

hingga pengambilan keputusan. Untuk 

memastikan keadilan dan objektivitas, KY 

memiliki prosedur yang cukup detail dalam 

setiap tahapan pengawasan (Wantu & Rasyid, 

2020). Prosedur yang rinci ini tentu 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

dilalui. Proses ini cenderung memakan waktu 

yang cukup lama. Ini merupakan salah satu 

tantangan yang seringkali dihadapi oleh KY 

dalam menjalankan tugasnya. Ditambah lagi KY 

perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti 

Mahkamah Agung (MA), untuk menyelesaikan 

suatu perkara. Proses koordinasi ini juga dapat 

memakan waktu yang cukup lama.  

Apalagi yang bersangkut kasus adalah 

Hakim Agung. MA sebagai lembaga peradilan 

tertinggi memiliki kedudukan yang sangat kuat 

dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini 

membuat KY dalam posisi yang relatif lemah 

dalam mengawasi perilaku hakim agung (Jabbar 

et al, 2022). Meskipun memiliki kewenangan 

untuk mengawasi perilaku hakim, namun 

kewenangan KY dalam mengawasi hakim agung 

memiliki beberapa batasan (Sujana, 2024). Hal ini 

seringkali menjadi kendala dalam proses 

penanganan perkara. Hakim Agung memiliki 

perlindungan hukum yang lebih kuat 

dibandingkan dengan hakim pada tingkat 

pengadilan bawah. Hal ini membuat proses 

penyelidikan dan pembuktian terhadap dugaan 

pelanggaran kode etik oleh hakim agung menjadi 

lebih sulit (Taupan, 2023). Hal itulah yang 

memicu hubungan antara Komisi Yudisial dan 

MA seringkali menjadi rumit. Meskipun KY 

memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku 

hakim, namun MA sebagai lembaga tertinggi 

dalam peradilan memiliki otonomi yang cukup 

kuat. Hal ini seringkali menimbulkan konflik 

kewenangan antara kedua lembaga. Konflik 

kewenangan antara KY dan MA dalam hal 

pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan 

permasalahan klasik dalam sistem peradilan 

Indonesia (Tuhuter et al, 2023). 

Terdapat potensi konflik kewenangan antara 

KY dan MA terkait dengan mekanisme 

pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap 

hakim. Potensi konflik kewenangan antara KY 

dan MA memang menjadi salah satu 

permasalahan klasik dalam sistem peradilan (Al 

Zahra & Nurjanah, 2022). Terdapat perbedaan 

dalam proses pengambilan keputusan antara KY 

dan MA. KY lebih bersifat kolegial, sedangkan 

MA memiliki struktur hierarki yang lebih kuat. 

Perbedaan ini dapat menimbulkan perbedaan 

pendapat mengenai cara yang paling tepat dalam 

menangani suatu kasus. Konflik kewenangan 

dapat menghambat proses pengawasan terhadap 

perilaku hakim, sehingga kasus-kasus pelanggaran 

etika tidak dapat ditangani dengan cepat dan 

efektif (Santika, 2020).  

Konflik kewenangan antara KY dan MA 

memang menjadi salah satu persoalan krusial 

dalam sistem peradilan kita. Terdapat area abu-

abu dalam batasan kewenangan antara MA dan 

KY, terutama dalam hal pengawasan terhadap 

perilaku hakim. Hal ini seringkali menimbulkan 

pertentangan dalam penanganan kasus 

pelanggaran etik hakim (Sujana & Kandia, 2024). 

Perbedaan persepsi mengenai batasan 

kewenangan, hierarki kekuasaan, dan mekanisme 

pengawasan seringkali memicu tarik-menarik 
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yang berdampak pada efektivitas pengawasan 

terhadap perilaku hakim.  

 
 

Diagram di atas menggambarkan area 

tumpang tindih antara kewenangan KY dan MA, 

yang seringkali menjadi sumber konflik. 

Ketidakpastian mengenai siapa yang 

berwenang dan bagaimana proses pengawasan 

dilakukan dapat mengurangi efektivitas 

pengawasan (Semadi, 2024). 

Konflik kewenangan antara KY dan MA 

merupakan tantangan serius yang harus segera 

diatasi. Solusi yang komprehensif dan 

berkelanjutan diperlukan untuk memastikan 

bahwa sistem pengawasan terhadap perilaku 

hakim berjalan efektif dan kredibel. Dengan 

adanya koordinasi yang baik dan pemahaman 

yang jelas mengenai batasan kewenangan 

masing-masing lembaga, diharapkan konflik ini 

dapat diminimalisir dan tujuan untuk menjaga 

integritas peradilan dapat tercapai (Nasution, 

2022). 

Tekanan politik terhadap upaya 

menjalankan kewenangannya (Zahro et al, 

2023). Dalam beberapa kasus, tekanan politik 

dapat mempengaruhi proses penanganan perkara 

di MA, termasuk upaya pengawasan yang 

dilakukan oleh KY (Kartika et al, 2024). 

 

SIMPULAN 
Batasan dalam Pengawasan Hakim 

Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan Mahkamah 

Konstitusi yang luput dari pengawasan Komisi 

Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah 

mengeluarkan putusan yang membatasi 

kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi 

hakim MK. Keterbatasan Komisi Yudisial dalam 

menjalankan tuggas dan kewenangannya dalam 

UUD 1945 juga dikarenakan struktur organisasi 

yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber 

daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang 

terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di 

seluruh Indonesia. Hal ini dapat menghambat 

efektivitas pengawasan. Keterbatasan kewenangan 

Komisi Yudisial dalam UUD juga karena proses 

pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di 

Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai 

dari penerimaan laporan hingga pengambilan 

keputusan. Terdapat potensi konflik kewenangan 

antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan 

mekanisme pengawasan dan pengambilan 

keputusan terhadap hakim. 
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